
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1098, 2021 KEMEN-BUMN. Penetapan Penghasilan. 

Perubahan. 
 
 

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER-13/MBU/09/2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK 

NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN 

PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS 

BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan 

penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan 

Pengawas Badan Usaha Milik Negara terutama pada 

penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, 

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha 

Milik Negara atas upaya dalam menjalankan penugasan 

Pemerintah atau karena keadaan kahar (force majeure) 

yang bersifat nasional/lokal, dengan tetap 

mempertimbangkan capaian kinerja, perlu melakukan 

penataan kembali atas sistem remunerasi bagi Direksi, 

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha 

Milik Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan 
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Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman 

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan 

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 

Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), 

Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan 

(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4305); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran 
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Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4556);  

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235); 

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor  

PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan 

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan 

Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan 

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan 

Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1583); 

10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR  

PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN 

PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN 

PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA. 

 

Pasal I 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 

04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan 

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:  
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a. Nomor PER-02/MBU/06/2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 952);  

b. Nomor PER-01/MBU/06/2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 873);  

c. Nomor PER-06/MBU/06/2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 727); 

d. Nomor PER-01/MBU/05/2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 631); 

e. Nomor PER-12/MBU/11/2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1583) 

diubah sebagai berikut:  

Ketentuan dalam Lampiran BAB I Huruf D, BAB II Huruf A, 

BAB II Huruf B angka 1 dan angka 2, BAB II Huruf E, dan 

BAB III angka 1 dan angka 2 diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 September 2021 

Juni 2016 

 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

ERICK THOHIR 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 September 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

BENNY RIYANTO 
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